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ABSTRAK: -

bahwa Pemerintah Kabupaten wajib menjamin iklim usaha yang kondusif,
kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara
lingkungan hidup; bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian,
perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam
berusaha;

Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun;. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;

Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; jenis reklame; standar
reklame; prosedur izin; masa berlaku izin; perpanjangan izin; kegiatan-
kegiatan penyelenggaraan reklame yang meliputi perancangan, rekomendasi
teknik, perletakan titik reklame, dan pemasangan reklame; larangan-larangan;
pengawasan, pengendalian, dan penertiban izin; insentif bagi instansi
pelaksana penyelenggaraan izin; penyidikan; ketentuan pidana, ketentuan
peralihan dan ketentuan penutup.



CATATAN: — Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 24 Oktober 2012.
— Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang
bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
— Hal-hal yang yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai
peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
— Penjelasan 4 halaman.



